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ABSTRAK

Website digunakan sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan publik kepada
masyarakat memang menjadi keharusan pemerintah dalam era digital, Website
berperan penting sebagai media pemerintah untuk melakukan diseminasi informasi
publik. Berdasarkan hal itu, maka Pengabdian Kepada Masyarakat ini berupaya untuk
memberikan sedikit kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah khususnya
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terkait
dengan pelatihan dan pendampingan pengenalan website. Pelaksanaan PkM dimulai
dari tahapan identifikasi permasalahan, verifikasi, pemberian materi, pelaksanaan
pelatihan dan pendampingan serta evaluasi kegiatan. Berdasarkan hasil pengamatan
setelahpelaksanaan pelatihan dan pendampingan dilakukan, maka bisa disimpulkan
bahwa transfer skill dan pengetahuan mengenai website kepada pegawai DPMPTSP
Provinsi Papua telah berhasil.

Kata Kunci : Website,DPMPTSP, PkM, Papua Tengah

ABSTRACT

The website is used as a means to bring public services closer to the community is indeed a
must for the government in the digital era, the website plays an important role as a
government media to disseminate public information. Based on this, this PkM seeks to
make a small contribution to the Central Papua Provincial Government, especially the
One-Stop Investment and Integrated Service Office (DPMPTSP) related to training and
assistance in website introduction. The implementation of PkM starts from the stages of
problem identification, verification, provision of material, implementation of training and
mentoring and evaluation of activities. Based on observations after the implementation of
training and mentoring, it can be concluded that the transfer of skills and knowledge
about the website to DPMPTSP employees of Papua Province has been successful.
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PENDAHULUAN

Website, mampu menyediakan medium bagi “transaksi” antara penyuplai dan
pengguna informasi dengan cara yang mudah namun juga akurat. Pada sektor
privat,penggunaan website sebagai medium untuk menyebarluaskan informasi
terkait bisnis serta produk dan jasa yang ditawarkan merupakan hal yang vital
bagi kesuksesan suatu brand, misalnya sebagai medium promosi (Ayuningtyas
etal., 2020; Djoni etal., 2021) Selain itu keberadaan suatu website dalam
hubungannya sebagai instrumen penghubung serta medium bagi
penyebarluasan informasi merupakan suatu keniscayaan dalam era digital saat
ini. Dengan perkembangan Information and Communcation Technology (ICT)
yang sangat pesat maka arus informasi bisa datang dari sumber mana saja. Dari
sisi “demand” kebutuhan akan informasi yang akurat dan cepat juga semakin
tinggi. Untuk itulah maka website berperan sangat penting bagi kehidupan
manusia modern. Begitu pula dengan sektor publik dimana pemerintah saat ini
dituntut untuk mampu memenuhi kebutuhan informasi masyarakat modern
sebagaimana tuntutan yang sama pada sektor privat. Dalam konteks ini, website
berperan sebagai saluran resmi pemerintah untuk mendiseminasikan segala
kebijakan atau informasi publik lain yang bersifat resmi. Untuk itulah
keberadaan wesbite resmi pemerintah merupakan hal yang sangat diperlukan
dalam tata kelola pemerintahan yang baik yang mengedepankan transparansi
dan akuntabilitas pemerintah. Berkaitan dengan penggunaan website sebagai
saluran resmi pemerintah untuk “bertemu” dengan masyarakat, maka fenomena
ini dalam studi Administrasi Publik serta Ilmu Riki Afriansyah. (2020). Analisis
Peluang Transformasi “E-Government” menjadi “E-Democracy”melalui
WebsiteResmi Pemerintah Daerah. MIMBAR,Jurnal Sosial Dan Pembangunan,
31(1), 103. https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i1.1201 Schuppan, T. (2009). E-
Government in developing countries: Experiences from sub-Saharan Africa.
Government Information Quarterly, 26(1),118–127.
https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.01.006.
Di website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Papua Tengah (DPMPTSPPPT), Website ini dimaksudkan sebagai sarana
publikasi untuk memberikan informasi dan gambaran Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah dalam
melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan.
Perkembangan teknologi infomasi yang begitu pesat dewasa ini menuntut OPD
untuk aktif dalam menyajikan informasi, dan sudah merupakan keharusan di
Era ini. Website ini dibangun sebagai sarana informasi yang didalamnya
memuat segala aktifitas yang dilakukan di DPMPTSP serta jenis dan
persyaratan perizinan juga terkait dengan Informasi Program Gubernur, Motto,
Maklumat Pelayanan, Standar Pelayanan, dan berita-berita terkait Dinas
Penanaman Modan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Seperti yang telah dilakukan untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi,
Provinsi Papua Tengah harus mendorong berbagai investasi, termasuk investasi
yang difasilitasi, investasi yang difasilitasi, investasi dalam negeri dan investasi
pemerintah. Investasi sektor swasta harus dikembangkan karena investasi
pemerintah sangat terbatas dan hanya pada sektor nirlaba dimana sektor
swasta tidak tertarik, seperti penyediaan sarana dan prasarana (infrastruktur)
publik. Selain itu, peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja lokal untuk
mengisi pasar tenaga kerja lokal akan dilakukan secara simultan agar kegiatan
investasi Provinsi Papua Tengah benar-benar dapat dirasakan masyarakat.

https://doi.org/10.29313/
https://doi.org/10.1016/j.giq.2008.01.006
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Dasar Hukum pelaksanaan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu satu Pintu secara garis besar adalah : Undang-Undang Nomor 25 tahun
2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; Undang Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Derah;
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
berusaha teritegrasi secara elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Di Daerah; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Permendagri Nomor 138
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2023
tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan
Nonberusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu; Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2023
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Berdasarkan Peraturan diatas maka, DPMPTSP mempunyai tugas membantu
kepala Daerah /Gubernur melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dan menyelenggarkan
fungsi antara lain : 1.Penyusunan dan perumusan Kebijakan dibidang
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 2. Pelaksanaan Kebijakan-
Kebijakan dibidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
3.Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan dibidang Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu Satu Pintu; 4. Pelaksanaan Administrasi dibidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 5.Pelaksanaan fungsi lain oleh
Gubernur dibidang Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

METODE
Pelaksanaan PkM ini merupakan kegiatan bersama amtara USWIM dan
DPMPTSP Provinsi Papua Tengah . Kontinuitas pelaksanaan PkM ini sedikit
banyak memberikan gambaran mengenai permasalahan yang ada pada
DPMPTSP Provinsi Papua Tengah terkait dengan pemanfaatan teknologi
informasi dalam menunjang kegiatan dan pelayanan publik. Berbekal dari
pengetahuan dan pengalaman , maka tim PkMbisa mengidentifikasi bahwa
masih terdapat kelemahan dalam bidang sumberdaya manusia. Pada PkM tim
membantu DPMPTSP dalam pemahaman dan tim PkM kembali membantu
DPMPTSP Provinsi Papua Tengah dalam hal operasional dan pemahaman
website https://dpmptsp.papuatengahprov.go.id/ . Tujuan pegenalan dalam
operasional website ini adalah untuk menjaga dan memastikan bahwa website
“https://dpmptsp.papuatengahprov.go.id/ ” yang dikembangkan oleh DPMPTSP
Provinsi Papua Tengah sesuai dengan panduan dan memenuhi syarat-syarat
sebagai website pemerintah yang bisa di akses oleh publik luas. Secara singkat,
tahapan PkM kali ini akan memuat langkah-langkah sebagai berikut :

1.Identifikasi permasalahan
Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, berangkan pada pengalaman
pelaksanaan PkM dalam kegiatan sebelaumnya, maka tim PkM bisa
mengidentifikasi kelemahan kemampuan sumberdaya manusia dalam hal
pemanfaatan teknologi informasi untuk menunjang kegiatan dan pelayanan
masyarakat. Dalam hal ini maka kemampuan yang kurang dalam operasional
website menjadi tema yang akan diberikan pelatihan dan pendampingan.

https://dpmptsp.papuatengahprov.go.id/
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2.Verifikasi permasalahan
Meski tim sudah bisa mengidentifikasi permasalahan, namun diperlukan
adanya verifikasi. Verifikasi dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dengan
Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Tengah Bapak Ir. Syahrial, M.M,.

3.Diseminasi informasi
Pada tahapan ini tim melakukan transfer pengetahuan mengenai operasional
website. Diskusi dan presentasi materi dilakukan untuk memberikan
pemahaman terkait dasar evaluasi website, tools yang ada di website, serta cara
membaca hasil evaluasi tersebut.

4.Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan pengetahuan dan pengenalan
website
Pada tahapan ini tim melakukan pelatihan penggunaan website beserta
langkah-langkah operasional. Setelah itu tim akan melatih dan mendampingi
operator website https://dpmptsp.papuatengahprov.go.id/ untuk mengoperasikan
web tersebut.

5.Evaluasi pelaksanaan
Pada tahapan terakhir dilakukan evaluasi terhadap keseluruhan kegiatan, hal
ini meliputi pengujian dan verifikasi terkait dengan transfer pengetahuan yang
diberikan serta pelatihan penggunaan website.

HASIL DAN PEMBAHASAN
-Rangkaian tahapan PkM dimulai dengan proses identifikasi dan verifikasi
permasalahan. Sebagaiamana yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya,
kelemahan dan kekurangan skill serta pengetahuan mengenai proses
operasional dan pengunaan website menjadi fokus pengabdian kali ini. Setelah
permasalahan ini diverifikasi melalui keterangan Kepala DPMPTSP Provinsi
Papua Tengah Bapak Ir. Syahrial, M.M,, serta melalui observasi langsung, maka
tim mulai menyusun beberapa materi dan bahan-bahan yang terkait dengan
dasar-dasar opersiaonal dan pengenalan website dan penggunaan tools untuk
melakukan pendampingan pengenalan dan operasional Website.

Gambar 1. Pengarahan Kepala DPMPTSP Provinsi Papua Tengah Bapak Ir. Syahrial, M.M

Penyampaian Materi Website Bahan materi diseminasi informasi mengenai
dasar-dasar operasional website diperoleh melalui studi kepustakaan serta
beberapa tulisan dan riset yang pernah dilakukan oleh tim pengabdi. Pada
tahapan ini tujuan utama tim adalah untuk memberikan pemahaman kepada
operator website secara khusus serta kepada seluruh staf DPMPTSP Provinsi
Papua Tengah lain yang hadir pada kegiatan pengabdian ini mengenai
pentingnya pengunaan website. Performa website yang paling penting adalah

https://dpmptsp.papuatengahprov.go.id/
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aksesibilitas serta isi dan substansi konten yang dimuat di dalam website
tersebut. Terlebih lagi mengingat bahwa website
https://dpmptsp.papuatengahprov.go.id/ merupakan website yang dikembangkan
dan didanai melalui dana publik, maka sudah menjadi kewajiban pihak
pengelola website untuk menjadikannya mudah diakses oleh semua pihak,
dengan kata lain memastikan bahwa aksesibilitas website tersebut tinggi. Selain
itu harus dipastikan juga bahwa isi konten atau informasi yang terkandung di
dalam website tersebut mudah untuk dimengerti oleh masyarakat luas.

Gambar 2. Pemberian materi terkait tujuan pengunaan Website

Setelah membahas mengenai pengantar pengunaan website serta alasan
mengapa diperlukan evaluasi berkala terhadap performa website, khususnya
website yang didanai oleh publik, selanjutnya tim beralih kepada pembahasan
mengenai beberapa cara serta instrumen untuk melakukan pengujian performa
website. Materi menegnai beragam cara 0perasional dan pegetahuan website
diambil dari penelitian tim pengabdi yang dipublikasikan pada International
Journal of Information Science and Management (Irawan & Hidayat, 2022).
Secara komprehensif, diulas mengenai beragam cara serta instrumen pengujian
performa website sebagaimana terdapat dalam literatur e-government
(Gharibeniazi et al., 2015; Ismail & Kuppusamy, 2019; Karkin & Janssen, 2014;
Sherafat & Davoodi, 2018; Verkijika & De Wet, 2018).

Gambar 3. Pemberian materi pengunaan Website

Dari beragam cara serta instrumen pengujian performa website yang tersedia
dalam literatur, tim pengabdi memilih untuk fokus pada pengenalan dan
pelatihan tersebut.

KESIMPULAN
Menjadi keharusan pemerintah dalam era digital ini dalam penggunaan website
sebagai sarana untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat .
Website berperan penting sebagai medium bagi pemerintah dan masyarakat
untuk berinteraksi dan sekaligus juga sebagai sarana bagi pemerintah untuk
melakukan diseminasi informasi publik. Sudah sewajarnya website pemerintah
yang dibangun dan didanai melalui dana publik harus bisa menjangkau semua

https://dpmptsp.papuatengahprov.go.id/


JURNALWIYATA CEDERAWASIH Volume 2 , No 2 November 2023

20

lapisan masyarakat serta memiliki performa yang baik. Berdasarkan hal itu,
maka PkM kali ini berupaya untuk memberikan sedikit kontribusi kepada
Pemerintah Provinsi Papua Tengah khususnya DPMPTSP Provinsi Papua
Tengah terkait dengan pelatihan dan pendampingan operasional dan pegenalan
website. Pelaksanaan PkM dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan,
verifikasi, pemeberian materi, pelaksanaan pelatihan dan pendampingan serta
evaluasi kegiatan. Pelaksanaan pelatihan dan pendampingan operasional dan
pegenalan website terhadap operator website dan staf dimaksudkan untuk
melakukan transfer skill dan pengetahuan khususnya terkait dengan evaluasi
website yang berguna bagi peningkatan performa website pemerintah.
Berdasarkan hasil pengamatan setelah pelaksanaan pelatihan dan
pendampingan dilakukan, maka bisa disimpulkan bahwa transfer pengetahuan
mengenai evaluasi website kepada operator website DPMPTSP Provinsi Papua
Tengah telah berhasil.
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